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Badan Pelaksana Kontrak
Bagi Hasil
’Oleh Dirgo D Purbo al yang bergerak di bidang dengan pembagian tugas an- pengembangan lapangan

I. / l U Migas yang baru ta-
R hun 2001 pada Bab IX
Pasal 44 dan 45 meng-
atur dibentuknya suatu ba-
dan yang disebut Badan Pe-
laksana. Badan Pelaksana ini
tidak lebih sebagai badan
yang mempunyai otoritas
penuh untuk mendukung ke-
giatan eksplorasi dan produk-
si (E&P) yang sebelumnya di-
tangani oleh Manajemen
Kontrak Bagi Hasil (MKBH)
di bawah Pertamina.
Bila dilihat perjalanan se-
jarah terbentuknya Badan
~ Pelaksana ini yang berawal di
bawah organisasi Pertamina
berfungsi sebagai Liaison
Officer (LO) untuk mengurusi
perizinan tenaga kerja dan
segala perizinan dari instansi
pemerintah. Kemudian hari
berkembang menjadi Biro
Kontraktor Asing (BKA) de-
ngan tujuan agar perusahaan
asing lebih dapat berkonsen-
trasi untuk mencari sumber-
sumber minyak. Dari BKA
lantas ditingkatkan menjadi
Divisi KKA. Sejalan dengan
pesatnya investasi asing dan
adanya tekad untuk transfer
teknologi kepada bangsa
Indonesia serta pengawasan
atas cost recovery, keberadaan
lembaga ini menjadi Badan
PKA, terus berlanjut menjadi
BPPKA sampai akhirnya
menjadi tingkat Direktur Ma-
nagement Production Sharing
(MPS).
Karena sudah mulai ba-

nyak juga perusahaan nasion-

E&P dan sekaligus juga mem-
bawa visi vang baru, kalimat
kontraktor asing sudah tidak
relevan lagi sechingga berubah
menjadi Management Con-
tractor Production Sharing
(baca: MKBH). Keberadaan
lembaga ini secara yuridis
sebenarnya bisa dilihat kem-
bali dari terjemahan kontrak
bagi hasil antara Pertamina
dan investor migas asing atau
KBH/PSC dalam melakukan
kegiatan E&P dan selanjutnya
sesual dengan UU Migas yang
baru berfungsi sebagai Badan
Pelaksana KBH (selanjutnya
dibaca BPKBH). Selayaknya
seperti kontrak perjanjian
Kerja sama lainnya, bila kon-
trak bagi hasil itu dikupas
berdasarkan hak dan kewa-
jibannya antara investor dan
BPKBH, masing-masing pi-
hak mempunyai kewajiban
secara proposional.
Berkaitan dengan itu pi-
hak PSC dalam hal ini me-
nanggung aspek finance, tech-
nology, risk dan expertise se-
dangkan di pihak BPKBH
berkewajiban untuk me-
nangani aspek administrasi,
fiskal serta hubungan instan-
si antarpemerintah yang ber-
kaitan dengan perizinan se-
perti tenaga Kerja, bea cukai,
kehutanan, bahan peledak,
keamanan, dan lain sebagai-
nya. Singkatnya BPKBH ber-
fungsi sebagai facilitator host
country. Dengan telah menan-
datangani Kontrak bagi hasil
tersebut, berarti kedua belah
pihak sepakat untuk bekerja
sama mencari sumber migas

tara BPKBH dan PSC. Berang-
kat dari posisi ini PSC harus
mengikuti sistem one door
policy untuk Kegiatan admin-
istrasi dan operasi baik PSC
itu masih eksplorasi maupun
sudah produksi. Pada tahap
eksplorasi yang pendanaan-
nya 100% murni masih dari
PSC (fixed investment) relatif
hanya memerlukan perizinan
melalui BPKBH Kkepada
instansi yang terkait dan juga
melaporkan rencana pembia-
yaan eksplorasi yang dituang-
kan dalam work program and
expenditure/budget setiap
tahun.

Milik Negara

Dari work program and
expenditure/ budget Kemudian
dirinci ke dalam Authoriza-
tion for Expenditure (AFE)
yang secara detil mengung-
kapkan penggunaan dananya
dan kemudian dibukukan
untuk sebagai catatan cost re-
covery di kemudian hari se-
andainya ditemukan mi-
nyak/gas. Nilal investasi
yang ditanam PSC di Indo-
nesia itu terhitung dalam
Jangka waktu tiga tahun per-
tama (committed investmnent).
Bila dalam tiga tahun tidak
ditemukan minyak, PSC
tersebut berhenti kegiatan-
nya namun peralatannya
vang sudah dibeli/dipakai
menjadi milik negara (bi-
asanya langsung menjadi mi-
lik Pertamina). Apabila terja-
di hal yang sebaliknya, ada te-
muan minyak yang ekonomis
lantas dilanjutkan dengan

(Plan of Development, POD).
Dana PSC itu pada awalnya
didapatkan dari sebagian
modal Kkerja perusahaan,
shareholder di mana perusa-
haan itu terdaftar, lembaga
keuangan dan co-partner. Se-
telah berproduksi, dana dida-
patkan dari hasil penjualan
minyak yang dihasilkan dari
produksi ladang minyak/gas
tersebut.

Sebagai kompensasi jerih
payah atas usaha penemuan
minyak tersebut PSC berhak
untuk mendapatkan terlebih
dulu bagian produksinya
yang dihitung sebagai cost re-
covery dan dilanjutkan kedua
belah pihak dengan Ifirst
Tranche Petroleum (FTP). La-
dang minyak itu akan dikem-
balikan ke negara setelah-
tingkat produksinya tidak
komersial lagi yang sesuai
dengan perhitungan ekonomi
versi PSC (field economic
limit). Ekonomi versi PSC
merupakan biaya yang dike-
luarkan oleh PSC beserta co-
partnernya sebagai pengelola
ladang minyak/gas (operator-
ship) yang terbagi atas kom-
ponen yang mencakup selu-
ruh biaya kewajiban pada pi-
hak ketiga, termasuk stan-
dard cost of living para expa-
triates selama bekerja di PSC.

Di satu sisi sebagai host
government yang mendukung
sepenuhnya kegiatan PSC itu
diwakili oleh lembaga
BPKBH semakin hari beban-
nya semakin berat dilihat
dari keseluruhan aspek ke-
giatan E&P yang mencakup
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sekitar 160 PSC dari Lhok-
seumawe, Banda Aceh, Laut
Natuna, Riau. Sumatra Se-
latan, Kepulauan Seribu, Ja-
wa Timur, Timor Barat,
Balikpapan, Sulawesi sampai
Lembah Warim, Irian Jaya
berada di bawah satu atap.
Lingkup tanggung jawabnya
mulai dari izin tenaga kerja
asing, keselamatan kerja, se-
curity clearance, bea cukai, pe-
makaian bahan peledak, pem-
bebasan lahan, analisa dam-
pak lingkungan terlebih lagi
di kawasan hutan lindung
atau perkebunan.

Adanya keterlambatan
dalam urusan perizinan akan
berdampak langsung dengan
biaya dan ujung-ujungnya
cost recovery. Belum lagi mo-
nitor produksi minyak dan
gas, pengesahan amdal, ma-
salah perpajakan dan appro-
val AFE. Keseluruhan proses
ini memerlukan waktu dan
biaya sehingga dapat mencer-
minkan efisiensi dari hu-
bungan kerja antara PSC dan
BPKBH. Di sinilah titik kru-
sial bagi pihak BPKBH seka-
rang ini dikarenakan harus
terus-menerus memonitor
segala pengeluaran yang dia-
jukan AFE tersebut. Di satu
sisi, lembaga ini juga mem-
punyai peran sangat strategis
terutama pada saat PSC me-
nemukan kandungan minyak
yang mana memerlukan veri-
fikasi dari pihak BPKBH (bia-
sanya lewat mekanisme yang

sudah baku di Pertamina, se-

hingga kasus seperti Busang

dalam dunia perminyakan ti-
dak pernah terjadi). Hasil
akhir dari verifikasi ini me-
rupakan legitimasi bagi PSC
atas penemuan minyak terse-
but sehingga akan menjadi-
kan harga saham di tempat
perusahaan PSC itu terdaftar
meroket sampai ratusan per-
sen dari harga IPO dan sekali-
gus juga merupakan passport
(di samping sertifikat D&M).
mendapatkan kredit investasi
dari lembaga-lembaga Kke-

_uangan international.

Quick Response

Melihat begitu besarnya
ruang lingkup vang perlu di-
laksanakan bagi badan pelak-
sana ini yang berperan seba-
gai fasilitator atas sistem one
door policy, kiranya badan ini
perlu mempunyai misi, quick
response dan quick approval.
Kalau perlu one stop services
24 hours. Ada baiknya juga
ditempatkan perwakilan dari
instansi pemerintah lainnya
yang berhubungan langsung
dengan kegiatan E&P seperti

yang sudah diungkapkan di
atas dan juga dibentuk unit2
BPKBH pada tingkat provin-
si yang ada kegiatan E&P.
Tidak lupa juga duduk dalam
struktur organisasi BPKBH
perwakilan dari salah satu
daerah penghasil Migas.
Langkah di atas itu dapat juga
dikatakan merupakan lang-
kah antisipasi bagi perusaha-
an2 minyak asing yang
menghendaki untuk mengam-
bil langkah?2 besar dengan

berpindah dari kantor pusat
di Jakarta ke operation site
demi efisiensi. Sedangkan
hal2 vang bersifat teknis dan
ekonomi masih tetap dikenda-
likan dari pusat.terutama
yang berkaitan dengan cost
recovery dan produksi.
Melihat kegiatan E&P ini
memberikan kontribusi san-
gat strategis untuk pendap-
atan negara. badan ini nanti-
nya juga akan lebih tertokus
pada unsur pengawasan cost
recovery. Unsur pengawasian
di sini lebih tercermin sesuai
dengan prinsip dasar dari
kontrak bagi hasil di mana
manajemen, terutama fungsi
kontrol/pengawasan sepe-

nuhnva berada di bawah BP
KBH. Efektifnya dari funpsi
pengawasan ini akan berdam-
pak langsung dengan APBD
dan APBN. Ada baiknya juga
dalam BPKBH ini dibuat su-
atu mekanisme proses penge-
sahan Plan of Development
(POD) dari suatu temuan
ladang migas, terutama vang
marginal field.

Dalam memberikan kepu-
tusan pengesahan pengem-
bangan lapangan itu perlu
melalui suatu commitiee vang
terdiri dari berbagai latar be-
lakang disiplin ilmu. Meka-
nisme proses evaluasi POD
yang melalui committee itu da-
pht dicontoh seperti permo-
honan corporate credit pada
suatu
frame tertentu semisal 2 atau
3 minggu. Idealnya semakin
cepat POD itu disetujui akan

Bank dengan time

semakin baik dikarenakan
suatu permohonan POD su-
dah dilengkapi dengan sub-
surface data vang sudah ter-
bukti dan langsung akan
memberikan nilai ekonomi
vang real sehingga menam-
bah atau memperkuat cadan-
gan devisa di Bl Adanya com-

mittee ini bukan malah me-
nambah lama dalam proses
pengambil keputusan untuk
persetujuan, akan tetapi agar
lebih objektif dalam meng-
cevaluasi suatu prospek. Dika-
renakan adanya kasus-kasus
vang sudah pernah terjadi
dengan tidak disetujuinya
POD puda marginal field
Khususnva onshore (sewaktu
herlakunyva UL No 8/71), de-
nean menggunakan alasan
vang sangat "ampuh” bahwa-
sanva bagian negara le-
bih/sangat Kecil.

Akibat dari tidak disetu-
jui itu, PSC harus menyer-
ahkan kembali oil concession
tersebut ke negara. Padahal
kalau mengacu pada Kontrak
PSC. berapapun perhitungan
biayva ving dimulai dari tahap
eksplorasi dan dilanjutkan ke
tahap pengembangan lapang:
an sampai muncul suatu
angka estimasi cadangan ter-
bukti. negara tidak akan
mengalami kerugian satu
senpun meskipun setelah me-
masuki babak first oil. ®

Penulis adalah pemerhati
industrt migas.
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